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SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali Utara
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali
Utara ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
PengelolaandanTanggungJawab KeuanganNegara; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomorl2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan
Kabupaten Morowali Utara Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570)
sebagaimana telah di ubah dan disempurnakan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Infotrmasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)
sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali
Utara;

18. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Morowali Utara;

19. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara;

20. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pmbangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Morowali Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah BupatiMorowali Utara.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban Daerah.

Pasal 2

Kebijakan akuntansi dibutuhkan dalam  rangka  penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN berupa Laporan Keuangan yang
meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan
keuangan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan
keuangan terhadap anggaran dan antar periode.



Pasal 4

Sistematika Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah:
Kebijakan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
Kebijakan Akuntansi Aset Daerah;
Kebijakan Akuntansi Invenstasi;
Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana;
Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
Kebijakan Akuntansi Belanja;
. Akuntansi Kebijakan;
. Laporan Akhir Kas;
. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa;
dan
. Laporan Keuangan Konsolidasi.
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Pasal 5

Materi kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum pada

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati
ini.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal 1 Maret 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 23 September 2014

Pj.BUPATI MOROWALI UTARA,
TTD

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di : Kolonodale
pada tanggal : 23 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 027.




